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ABSTRAK 

 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 

atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di 

atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pelaksanakan 

sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau 

keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan   kerjasama   dalam   

pembinaan   maupun   dengan   sikap   bersedia menerima kembali 

Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. 

Lembaga Permasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang 

langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan 

pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan 

akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan 

diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana 

yaitu mencegah timbulnya kejahatan. 

Permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini adalah bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam 

sistem peradilan pidana, bagaimanakah hubungan lembaga 

pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimanakah 

hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem 

peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai 

penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang 
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menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as  it is 

written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim 

melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through 

judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini 

didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah 

spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. 

Dalam sistemp peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan 

berperan dalam memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi 

sosial) warga binaan dengan/ ke  dalam  masyarakat,  khususnya  

masyarakat  di  tempat  tinggal  asal  mereka melalui suatu proses 

(proses pemasyarakatan/ pembinaan) yang melibatkan unsur- unsur atau 

elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat”. 

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem 

Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai 

dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem 

pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih 

mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya. 

Hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem 

peradilan pidana yakni dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan sistem 

peradilan pidana bersifat fragmentatif dan cenderung berjalan 

berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga mempengaruhi 

tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Ada kecenderungan 

pemahaman dari masing-masing susbsistem bahwa keberhasilan mereka 
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diukur dari bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa 

memperhatikan bagaimana subsistem yang lain menjalankan tugasnya. 

Akibat lebih jauh kenyataan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan 

publik sebagai stakeholder dalam menjalankan sistem peradilan pidana 

secara keseluruhan.


